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     ABSTRAK :   

-    bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 343 ayat (1) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa “Perubahan RKPD 

dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan 

hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan 

adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan”, 

meliputi: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 

prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan 

keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD 

berkenaan; dan/atau b. Keadaan yang menyebabkan saldo 

anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk 

tahun berjalan, perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026; 

 

-    bahwa untuk kelancaran penyusunan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyusunan 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai 

Tahun Anggaran 2026. 
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